Terwujudnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Berkualitas

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Aset

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah

Opini BPK.

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah

Cakupan dok

Ketepatan waktu penyampaian APBD

Meningkatnya Kualitas Perda tentang

Meningkatnya Kualitas Penatausahaan
Keuangan Daerah

Persentase Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah

Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan

Persentase Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sesuai SAP

Perubahan APBD dan Perkada tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Terpenuhinya standar penyusunan dokumen KUA dan PPAS

Terpenuhinya standar penyusunan RKA.
SKPD

Terpenuhinya standar dokumen regulasi
serta kebijakan bidang anggaran

Terpenuhinya standar dokumen perubahan KUA dan
perubahan PPAS

Terpenuhinya standar penyusunan DPA SKPD

erd: '8 APBD
dan Perkada tentang penjabaran APBD

Terpenuhinya dokumen pencairan
pembayaran belanja daerah

Terpenuhinya dokumen penatausahaan BUD

Terlaksananya pembinaan penatausahaan
keuangan Pemerintah Daerah

Terlaksananya koordinasi pengelolaan kas
daerah

Meningkatnya kualitas rekon:
laporan keuangan

Jumlah peraturan daerah tentang

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD yang tersusun

Jumlah dokumen KUA dan dokumen PPAS yang tersusun

Jumiah kegiatan pendampingan/asistensi
penyusunan RKA SKPD yang terlaksana

Jumiah berkas persyaratan pengajuan
PP yang terverifikasi

Jumiah dokumen Surat Perintah Pencairan
Dana yang terverifikasi

Persentase pengelolaan dan pelaporan
administrasi dana perimbangan dan transfer
lainnya melalui aplikasi dari pusat

Jumlah dokumen perubahan KUA dan dokumen perubahan
PPAS yang tersusun

Jumiah dokumen regulasi serta kebijakan
bidang anggaran yang tersusun

Jumiah kegiatan pendampingan/asistensi penyusunan DPA
SKPD yang terlaksana

Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD yang tersusun

Jumlah berkas data perhitungan SPP yang|
terverifikasi

Jumlah Surat Pengesahan Belanja yang
terverifikasi

Persentase pengelolaan dan pelaporan
administrasi penerimaan dan pengeluaran
kas daerah, Laporan aliran kas, dan
pelaksanaan pemungutan/pemotongan
penyetoran perhitungan Fihak ketiga (PFK)

Jumlah berkas SPM yang terverifikasi

Jumlah kegiatan pembinaan

keuangan Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan

pemantauan data transaksi non tunai dengan

Persentase permasalahan rekon:
pada laporan keuangan yang ditindak
lanjuti

Terlaksananya koordinasi terkait dengan
Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan dokumen KUA dan PPAS murni
dan perubahan

Terlaksananya asistensi/koordinasi
penyusunan RKA dengan perangkat daerah

Terlaksananya Penerimaan Berkas.
Pengajuan SPP, SPM dan P20

Tersusunnya berkas Pengesahan Pendapatan
dan Belanja (5P38)

Terlaksananya koordinasi pengelolaan kas
daerah

Terlaksananya monev Laporan Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen hasil koordinasi terkait
dengan Perda e APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun

KU PPAS murni dan
perubahan yang tersusun

Jumah dokumen RKA yang disusun

Jumlah berkas yang diterima

Jumlah berkas SP38 yang disusun

Jumlah dokumen hasil koore

asi
pengelolaan kas daerah per bulan

Jumlah SKPD yang di monev

Terlaksananya penyusunan dokumen
regulasi serta kebijakan bidang anggaran

Terlaksananya penyusunan DPA SKPD

Terlaksananya monev RKA dan RKA
Perubahan perangkat daerah

Terlaksananya Penerbitan SP2D

Terlaksananya kegiatan pembinaan
penatausahaan keuangan Pemerintah
Daerah

Terlaksananya rekonsilasi laporan realisasi
penerimaan dan pengeluaran kas daerah,
laporan aliran kas dan pelaksanaan
pemungutan/pemotongan dan penyetoran
perhitungan Fihak ketiga (PFK)

Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan

yang tersusun

Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan
yang dievaluasi

Jumlah SP2D yang di terbitkan

Jumlah kegiatan pembinaan yang terlaksana

Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi per bulan

Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD

Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah

Meningkatnya Kualitas kinerja Pengelolaan
BvD

Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

Meningkatnya penyampaian Laporan
Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya penyusunan standard
harga, penyusunan RKBMD

Terlaksananya inventarisasi BMD

Terlaksananya pengamanan BMD

Terlaksananya penyusunan kebijakan
pengelolaan BMD Pemerintah
Kabupaten Balangan

Terlaksananya penyusunan LBMD

Terlaksananya pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan BMD

kegiatan

barang milik daerah

pembinaan pengelolaan
BMD Pemerintah Kabupaten Balangan

Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian pengelolaan BMD
Pemerintah Kabupaten Balangan

Persentase Perangkat Daerah yang
menyampaikan Laporan Keuangan

Tersusunnya SSH, ASB dan RKBMD

Tersusunnya lembar kerja inventarisasi
berdasarkan kriteria inventarisasi

Jumlah BMD yang dilakukan
pengamanan, administratif fisik BMD

Tersedianya Surat Keputusan Kepala
Daerah terkait pengelolaan BMD

Tersusunnya buku laporan LBMD aset
dan LBMD persediaan

Jumlah aset BMD yang dilakukan
pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan pada daftar BMD

Tersedianya naskah perjanjian
pemanfaatan barang milik daerah

Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi
pengelolaan BMD, aset dan persediaan
dengan SKPD

Jumlah kegiatan pengawasan dan
pengelolaan BMD pada SKPD

Terlaksananya pembinaan dan koordinasi
tentang akuntansi dan pertanggungjawaban
Perangkat Daerah

ketentuan

kerja inventarisasi
berdasarkan kriteria

Terlaksananya pengamanan fisik dan
administratif BMD.

Jumlah Entitas akuntansi yang dilakukan
pembinaan dan koordinasi

Jumlah dokumen standar harga yang
disusun

Jumlah laporan inventarisasi berdasarkan
Kkriteria

Jumlah register BMD

Tersusunnya RKBMD sesuai regulasi

Tersusunnya buku laporan LBMD aset dan
LBMD persediaan

Terlaksananya hibah, penjualan, penyertaan
modal, tukar menukar, pemusnahan dan
penghapusan BMD

Jumlah dokumen RKBMD

Jumlah dokumen LBMD aset dan LBMD
persediaan

Jumlah objek pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan BMD

Tersedianya SK terkait pengelolaan BMD

Terlaksananya rekonsiliasi pengelolaan BMD
aset dan persediaan dengan SKPD

Terlaksananya monev pengelolaan BMD
pada SKPD.

Jumiah dokuren SK pengelolaan BMD

Jumiah dokumen berita acara rekonsiliasi

Jumlah SKPD yang di monev




